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ABSTRAK

Tujuan Penelition ini  adalah untuk mengetahui dan memahami penanganan anak
korban kekerasan dalam keluarga di Kepolisian Resor Labuhan Batu, peranan Ruang
Pelayanan Khusus dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT, hambatan-
hambatan yang dihadapi petugas Ruang Pelayanan Khusus dalam menangani korban
KDRT.

Hasil Penelitian menujukkan bahwa penanganan anak korban kekerasan dalam
keluarga di Kepolisian Resor Labuhan Batu diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan
antara lain di bidang hukum, sehingga kepastian hukum harus ditegakkan hak-hak anak
dapat diwujudkan. RPK (Ruang Pelayanan Khusus) Polres Labuhan Batu merupakan bagian
dari POLRI terlahir untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. RPK berperan
dalam memberikan perlindungan terhadap saksi korban dalam memberikan perlindungan
terhadap saksi korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Penanganan, Anak, Korban, Kekerasan dalam Rumah Tangga
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HANDLING THE CHILD VICTIMS OF FAMILY VIOLENCE IN POLICE
JURISDICTION OF LABUHAN BATU RESORT

Citra Yani Barus!) Reny Widyastuti 2 Jaminuddin Marbun?3)
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ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and understand the handling of child victims of
family violence in the Labuhan Batu Resort Police, the role of Special Service Rooms in
providing protfection for victims of domestic violence, obstacles faced by Special Service
Room officers in dealing with victims of domestic violence.

The results of the study show that handling child victims of family violence in the Labuhan
Batu Resort Police is manifested in various fields of life, among others in the field of law, so that
legal certainty must be upheld by children's rights can be realized. The RPK (Special Service
Room) of Labuhan Batu Regional Police is part of the National Police born to handle cases of
domestic violence. RPK has a role in providing protection to victims 'witnesses in providing
protection fo victims' withesses in cases of domestic violence.

Keywords: Handling, Children, Victims, Domestic Violence
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A.Pendahuluan

Anak merupcakan ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa, wajib dijaga dilindungi dan
dijaga kehormatan, martabat, dan harga
dirinya secara wajar baik secara hukum,
ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan golo-
ngan. Anak harus dijamin hak hidupnya
untuk tumbuh dan berkembang sesuai
dengan dengan fitrah dan kodratnya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak
dan pelakunya adalah keluarga itu sendiri,
seperti kekerasan dalam bentuk pelecehan
seksual berupa pencabulan, atau pemer-
kosaan, perdagangan anak, pembunuhan,
pemukulan. Kekerasan bersifat merusak,
berbahaya dan menakutkan. Kerugian
anak sebagai korban kekerasan yang
dilakukan oleh keluarga, fidak saja bersifat
material, tetapi juga bersifat immaterial
antara lain berupa goncangan emosional
dan psikologis, yang dapat mempengaruhi
kehidupan masa depannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara
tegas ditentukan bahwa anak berhak atas
kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik
dalam keluarga, maupun dalam asuhan
khusus untuk dapat tumbuh dan berkem-
bang dengan wajar, baik secara jasmani,
rohani, maupun sosialnya.

Ada beberapa alasan kekerasan dalam
rumah tangga diantisipasi, seperti: kekera-
san terhadap perempuan tidak hanya
karena berpengaruh terhadap deragjat
kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan
berdampak psikologis yang negatif pada
korban, tetapi juga karena dilecehkannya
hak-hak asasinya sebagai manusia. Namun
ketidaksetaraan gender dan ketidakpas-
fian hukum membuat banyak perempuan
korban memilih tidak menyelesaikan keke-
rasan yang dialaminya secara hukum.

Menurut Gelles, kekerasan dalam rumah
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tangga (family violence) adalah seseorang
yang melakukan findakan pemukulan,
menampar, menyiksa, menganiaya atau-
pun melempar benda-benda kepada
orang lain yang menjadi pokok persoalan
yang menyangkut kekerasan dalam rumah
fangga.

Lisa Fredman menggunakan istilah keke-
rasan dalam rumah tangga ini pada
bentuk kekerasan yang berhubungan
antara suami atau isteri yang salah satu
diantaranya bisa menjadi korban, tetapi
pada kenyataannya secara umum perem-
puan lebih cenderung menjadi korban
(isteri, anak maupun pasangan). Pada
praktiknya, seorang pelaku findak pidana
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sulit
untuk diidentfifikasi. Biasanya pelaku adalah
seorang yang dekat dengan korban.
Pelaku dapat berasal dari berbagai golo-
ngan, suku, ras, bangsa, agama, kelas
sosial dan usia. Pelaku tindak kekerasan
dalaom rumah tangga bisa seorang ayah,
ibu, suami, isteri, anak, majikan, pembantu
rumah tangga, baby-sitter, dan mereka
yang berada dalam lingkup rumah tangga
tersebut.

Lahirmya UU Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dilatarbelakangi
oleh perkembangan dewasa ini, yang
menunjukkan bahwa tindak kekerasan
dalam rumah tangga pada kenyataannya
sering terjadi dalam kehidupan masya-
rakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik,
psikis, seksual maupun penelantaran rumah
tangga. Harapan UU Penghapusan Kekera-
san Dalam Rumah Tangga, adalah masya-
rakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan
kewajibannya dalam lingkup rumah tang-
ganyaq, sesuai dengan dasar agama yang
dianutnya. Penegak hukum dan aparat
terkait dalam penanganan korban kekera-
san dalam rumah tangga, akan lebih
sensitif dan responsif terhnadap penanga-
nan kasus-kasus kekerasan dalam rumah
tfangga untuk pencegahan, perlindungan
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dan penegakan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan anak korban
kekerasan dalam keluarga di Kepolisian
Resor Labuhanbatu?

2. Bagaimana peranan Penyidik dalam
Ruang Pelayanan Khusus untuk mem-
berikan perlindungan bagi korban
KDRT?

3. Apa hambatan-hambatan yang diha-
dapi petugas Ruang Pelayanan Khusus
dalam menangani korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan memahami pena-
nganan anak korban kekerasan dalam
keluarga di Kepolisian Resor Labuhan-
batu.

2. mengetahui dan memahami peranan
Ruang Pelayanan Khusus dalam mem-

berikan perlindungan bagi korban
KDRT.
3. mengetahui dan memahami

hambatan-hambatan yang dihadapi
petugas Ruang Pelayanan Khusus
dalam menangani korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna
untuk  memperkaya pengetahuan
mengenai penanganan anak korban
kekerasan dalam keluarga di Kepolisian
Resor Labuhanbatu, peranan Ruang
Pelayanan Khusus dalam memberikan
perlindungan  bagi  korban  KDRT,
hambatan-hambatan yang dihadapi
petugas Ruang Pelayanan Khusus
dalam menangani korban KDRT.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat
berguna sebagai bahan masukan bagi
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pemerintah tenfang penanganan anak
korban kekerasan dalam keluarga di
Kepolisian Resor Labuhanbatu, peranan
Ruang Pelayanan Khusus dalam mem-

berikan perlindungan bagi korban
KDRT, hambatan-hambatan  yang
dihadapi petugas Ruang Pelayanan

Khusus dalam menangani korban KDRT.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara Hukum (Rule Of Law) yang
dipelopori oleh AV. Dicey, yang lahir
dalam ruangan sistem  hukum  Anglo

Saxon.A. V. Dicey mengemukakan unsur-
unsur Rule Of Law sebagai berikut:

a. Supremasi aturan-aturan hukum (Supre-
macy of law), tidak adanya kekuasaan
sewenang-wenang (Absence of Arbi-
frary Power), dalam arti  bahwa
seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama dalam
menghadapi hukum (Equality Before The
law). Dalil ini berlaku baik untuk orang
biasa maupun untuk pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh
Undang-Undang di Negara lain oleh
undang-undang dasar serta keputusan-
keputusan pengadilan.Negara hukum
pada  dasarnya bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi
rakyat.

Menurut  Philipus M. Hadjon bahwa
perlindungan hukum bagi rakyat terhadap
findakan pemerintah di landasi oleh dua
prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan
prinsip negara hukum. Pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi
mendapat tempat utaoma dan dapat
dikatakan sebagai tujuan dari negara

hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat,
menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas
2 (dua) macam:
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1) Perlindungan hukum yang preventif.
Perlindungan hukum yang preventif
kepada rakyat diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan (inspraak)
atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat
bentuk yang definitif. Perlindungan ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa.

2) Perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang represif bertu-
juan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum represif dilakukan
antara lain melalui peradilan hukum dan
peradilan administrasi negara.

Kedua macam perlindungan hukum di
afas bertumpu dan bersumber pada
pengakuan dan perlindungan hak-hak
asasi manusia serta berlandaskan prinsip
negara hukum. Indonesia adalah negara
hukum (rechtstaat) yang bertujuan unfuk
menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap
warga negaranya, hal ini juga termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang
juga merupakan hak asasi manusia.

Membangun hukum berdasarkan
Wawasan Nusantara berarti membangun
hukum nasional dengan memadukan

tujuan membangun hukum nasional yang
satu atau menyatukan dengan memper-
hatikan keanekaragaman budaya dari
penduduk yang mendiami suatu negara
kepulauan. Sudargo Gautama mengo-
takan bahwa dalam suatu negara hukum,
terdapat pembatasan kekuasaan negara
ternadap perseorangan. Negara fidak
maha kuasa, fidak bertindak sewenang-
wenang. Tindakan-tindakan negara terho-
dap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah
apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal
sebagairule of law.

Persamaan di hadapan hukum (equa-
litybefore the law) dimaksud bahwa semua
warga negara sama kedudukannya di
hadapan hukum, penundukan yang sama
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dari semua golongan kepada “ordinary law
of the Iland” yang dilaksanakan oleh
“ordinary court”. Hal ini berarti bahwa tidak
ada orang yang berada di atas hukum,
baik pejabat pemerintfahan negara mau-
pun warga Negara biasa, berkewajiban
untuk mentaati hukum yang sama. The rule
of law dalam pengertian ini bahwa para
pejabat negara tidak bebas dari kewajiban
unfuk mentaati hukum yang mengatur
warga negara biasa atau dari yuridiksi
peradilan biasa. Tidak dikenal peradilan
administrasi negara dalam sistem Anglo
Saxon.

2. Teori Keadilan

Prinsip fundamental keadilan adalah
pengakuan  bahwa semua  manusia
memiliki martabat yang sama, dengan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban fundamental
yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas
jenis kelamin, warna kulit, suku, agama,
atau status sosialnya. Hakim, hukum dan
keadilan merupakan suatu integritas antara
idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau
ketiganya fidok lagi bersenyawa dan
menjadi kohesi peradilan, maka yang
terjadi pada umumnya adalah kepinca-
ngan-kepincangan yang modus dan
kemasannya destruktif dan dishumanistik,
dan kemudian seseorang dan publik
mudah menarik kesimpulan atau mencipto-
kan estimasi, bahwa di balik ketidakinte-
grasian antara hakim, hukum dan keadilan,
telah terjadi suatu permainan dan “proyek
dramatfisasi” yang masih berkedok demi
menjalankan fugas, fermasuk menjafuhkan
putusan hukum.

Pandangan filosofis tentang peradilan
berhubungan erat dengan konsepsi kea-
dilan. Konsepsi tentang keadilan pada
dasarnya merupakan nilai  tertinggi  di
antara segala nilai yang ada dalam
hubungan antara manusia dan masya-
rakat. Karena keadilan itu merupakan
integrasi dari berbagai nilai kebijaksanaan
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yang felah, sedang dan selalu diusahakan
untuk dicapai pada setfiap wakiu dan
segala bidang serta masalah yang diha-
dapi. Konsep ini kadarnya berkembang
selaras dengan berkembangnya rasa kea-
dilan dunia dan peradaban bangsa.

3. Teori Perlindungan Anak

Arif  Gosita  mengemukakan bahwa
kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak
dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan perlindu-
ngan anak. Perlindungan anak dapat juga
diartikan sebagai segala upaya yang
ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan
memberdayakan anak yang mengalami
findak perlakuan salah (child abused),
eksploitasi dan penelantaran, agar dapat
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak secara wajar, baik fisik,
mental dan sosialnya. Arif Gosita berpen-
dapat bahwa perlindungan anak adalah
suatu usaha melindungi anak dapat melak-
sanakanhak dan kewajibannya. Perlindu-
ngan hak-hak anak pada hakikathya
menyangkut langsung pengaturan dalam
peraturan perundang-undangan.

Hukum Perlindungan Anak merupakan
hukum yang menjamin  hak-hak dan
kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak
berupa: hukum adat, hukum perdata,
hukum pidana, hukum acara perdata,
hukum acara pidana, peraturan lain yang
menyangkut anak. Perlindungan anak,
menyangkut berbagai aspek kehidupan
dan penghidupan, agar anak benar-benar
dapat tumbuh dan berkembang dengan
wajar sesuai dengan hak asasinya.

Maka penelition yang berjudul Pena-
nganan Anak Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga di Wilayah Hukumkepoli-
sianResor Labuhanbatu ini akan menge-
mukakan konsep-konsep sebagai berikut:
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a. Penanganan adalah proses, cara,
penggarapan, perbuatan menangani.

b. Anak adalah Anak adalahseseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas)
fahun, tfermasuk anak yang masih
dalam kandungan (Pasal 1 angka 1
Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014  tentang  Perubahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak).

c. Korban adalahseseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugiaon ekonomi yang diaki-
batkan oleh suatu tindak pidana (Pasal
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi
dan Korban). Sedangkan menurut Arif
Gosita,yang dimaksud dengan korban
adalah mereka yang menderita jasma-
niach dan rohaniah sebagai akibat
findakan orang lain yang bertentangan
dengan kepentingan diri sendiri atau
orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain
yang bertentangan dengan kepenti-
ngan hak asasi yang menderita.

d. Kekerasan adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan kekuatan
badan yang agak hebat. Secara yuridis
dalam Bab IX Pasal 89 KUHP menye-
butkan bahwa orang pingsan atau
membuat orang tidak berdaya disama-
kan dengan menggunakan kekerasan.
Kekerasan adalah merupakan salah
satu bentuk kejahatan terhadap kema-
nusiaan yang sangaf sulit terungkap
kepermukaan. Sulitnya mengungkap-
kan kasus kekerasan dalam rumah
tangga karena rumah tangga diang-
gap sebuah lembaga sakral yang tidak
boleh dimasuki oleh pihak lain.
Membisu demi harmoni, merupakan
jargon ampuh untuk menutup rapat-
rapat kasus kekerasan dalam rumah
tangga. Menurut Undang-undang No.
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23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan
Kekerasan dalam Rumah Tangga adao-
lah sefiap perbuatan terhadap seseo-
rang terutama perempuan, yang ber-
akibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psiko-
logis, dan atau penelantaraan rumah
tfangga tfermasuk ancaman  untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan,
atauperampasan kemerdekaan seca-
ra melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.

e. Kekerasan dalam Rumah Tangga ada-
lah setiap perbuatan terhadap seseo-
rang paling terkhususnya adalah wanita,
mengakibatkan adanya gangguan fisik,
seksual, psikologis serta pengabaian dari
rumah tfangga serta timbulnya risiko
perlakuan secara paksa atau tindakan
biadab, merampas hak azasi seseorang,
yang melawan hukum terutama dalam
lingkup rumah tangga (Pasal 1T angka 1
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga). Kekerasan dalam
rumah tangga yaitu merupakan findo-
kan terhadap seseorang atau wanita
yang menimbulkan kekerasan terhadap
fisik, seksual, psikologis, dan/atau peng-
abaian keluarga termasuk di dalamnya
perlawanan hukum untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan atau peram-
pasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga

(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pengha-
pusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Peneliian yang digunakan adalah

penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis)
yaitu penelitian tentangperiindungan terho-
dap ancak dari tindak kekerasan, kekerasan
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ternadap anak bila ditinjou dari  kgjian
empiris dan dari kajion normatif, upaya-
upaya yang diakukan dalam penang-
gulangan kekerasan terhadap anak.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penulisan
karya ilmiah ini dikelompokkan atas data
yang diperoleh dari objek penelitian/primer
dan data pelengkap dari  dokumen
ataupun literartur/sekunder. Data primer
diperoleh dari lapangan dengan menga-
dakan wawan-cara  dan  studi - kasus
dengan pihak-pihak yang terkait.

Data sekunder diperoleh melalui pene-
litian kepustakaan atau studi dokumentasi
untuk mendapatkan data sekunder. Melalui
penelition ini didapat pemikiran-pemikiran,
dokirin, pendapat atau pemikiran konsep-
tual dari penelitian terdahulu yang berhu-
bungan dengan objek telaahan penelitian
ini. Dalom melakukan penelitian digunakan
bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-
bahan hukum yang mengikat, terdiri
dari peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pokok perma-
salahan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan
yang memberikan penjelasan menge-
nai bahan hukum primer, berupa hasil
penelitian para ahli, hasil-hasil karya
iimiah, buku-buku ilmiah, dan sebao-
gainya.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-
bahan yang memberi petunjuk penje-
lasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, antara lain  kamus
hukum, kamus bahasa Indonesia, ensik-
lopedi dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan
pengumpulan data maka Penulis melaku-
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kan penelitian, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Rese-
arch), yakni dengan melakukan pene-
litian  mengumpulkan data-data  dan
berbagai sumber bacaan yaitu buku-
buku, majalah, pendapat dan sarjana,
peraturan-peraturan tentang perlindu-
ngan terhadap anak dari tindak kekera-
san, kekerasan terhadap anak bila ditin-
jau dari kajian empiris dan dari kajian
normatif, upaya-upaya yang dilakukan
dalam  penanggulangan  kekerasan
terhadap anak.

b. Penelitian Lapangan (Field Research),
yakni dengan melakukan penelitian lang-
sung ke lapangan, dalam hal ini penulis
mengadakan penelitian ke Kepolisian
Resor Labuhanbatu, dan instansi lain
yang respek dengan perlindungan anak
dengan menggunakan teknik wawan-
cara secara lisan.

F. Pembahasan
1.Penanganan Anak Korban Kdrt

Perlindungan hukum terhadap korban
Kekerasan Dalom Rumah Tangga sesuai
dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekera-san Dalam
Rumah Tangga. Selama lima tahun terakhir
Indonesia bergerak cepat dalam upaya nya
memaktubkan hak asasi manusia dalam
undang-undang. Maka salah satu langkah
yang terpenting yang ditempuhnya adalah
mengadopsi undang-undang Perlindungan
Anak. Undang-undang vyang baru ini
merupakan alat  yang ampuh dalam
melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di
Indonesia. Di dalamnya diatur hak-hak dasar
anak untuk memperoleh identitas,
kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan,
hiburan dan perlindungan.

Pembuatan Undang-Undang  No.23
Tahun 2002 fentang Perlindungan Anak
diatas dilatarbelakangi oleh peratifikasian
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Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada
tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh
Maijelis Umum PBB guna mengatur masalah
hak dan kebutuhan khusus anak-anak.

Pasal 1 Butir 1 infervensi UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan anak, menye-
butkan anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan. Pasal
ini mempunyai cakupan yang sangat luas.
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.
Setiap orang mengharapkan dapat diterap-
kannya hukum dalam hal terjadi peristiwa
konkrit. Guna lebih penegasan keberadaan
hukum ditemukan 3(tiga)hal pokok yang
perlu mendapat perhatian yaitu pastinya
hukum (Rechtssicherheit), azas manfaatnya
(Zweckmassigkeit) serta kepastian keseta-
raanpelaksanaannya (Gerechtigheit).

Tetapi Sudikno Mertokusumo mengata-
kan pelaksanaan kepastian hukum adalah
menjadi perlindungan yustisiabel terhadap
perlaukan semena-mena, yang berarti
bahwa seseorang boleh mendapatkan
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Kepastian hukum yang menjadi
harapan masyarakat menjadi hal yang
sangat penting dalam hukum itu sendiiri. Hal
ini dikarenakan sekaligus apapun isi pasal-
pasal yang terdapat dalam suatu peraturan
hukum, menjadi tidak berarti apa-apa jika
fidak dapat memberikan kepastian hukum
dalam pelaksanaannya.

Dalam penegakan hukum harus ada
kompromi antara ketiga unsur tersebut.
Ketiga unsur tersebut harus mendapat
perhatian secara proporsional seimbang.
Tetapi dalam pelaksanaannya adalah
sangat sulit mengupayakan kompromi yang
wajar selaras diantara ketiga hal tersebut.

Bahwa kekerasan dalam rumah tangga
kerap sekali terjadi, yang menjadi korban-
nya adalah anak. Di antaranya adalah
kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan
psikologis, kekerasan ekonomi. Dalam hal ini
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hukum khususnya UU No. 23 Tahun 2004
memberikan perlindungan secara khusus
terhadap anak korban kekerasan dalam
rumah tangga.

Hak perempuan yang adalah juga Hak
Asasi Manusia makin lama menjadi sorotan
dunia sehingga apabila aparat penegak
hukum, termasuk di dalamnya POLRI, tidak
segera mawas diri dan merefleksi kekura-
ngan-kekurangannya,  kritk  masyarakat
akan terus menurunkan citranya.

Khusus mengenai aparat  penegak
hukum yang memberi perlindungan dan
menangani kasus/masalah kekerasan terha-
dap perempuan dan anak fermasuk Keke-
rasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dita-
ngani oleh Polisi (Polwan) yaitu
dengan dibentuknya Ruang Pelayanan
Khusus (RPK). Setup pengaduan dari pelapor
baik korban maupun keluarga korban
kekerasan dalom rumah tangga dan
kekerasan lainnya, ditangani oleh RPK yang
anggofanya adalah Polwan. RPK akan
dibentuk di setiap Polsek (Kantor Polisi
Sektor), yang saat ini sudah berjumlah 208
RPK yang tersebar di seluruh Indonesia. Unit
PPA Polres Labuhanbatu dalam membe-
rikan perlindungan terhadap korban KDRT,
berkoordinasi dengan Pemkab Labuhan-
batu (Dinas Sosial) dan keluarga terdekat
untuk memberikan perlindungan terhadap
anak korban KDRT di Wilayah Hukum Polres
Labuhanbatu.

wanita

2. Peranan Penyidik Dalam Ruang Pelaya-
nan Khusus Untuk Perlindungan Korban
KDRT

Berbicara mengenai penyidikan atau
pemeriksaan pendahuluan menurut KUHAP
berarti mengemukakan penyelidik dan
penyidik seperti yang diuraikan dalam tesis
ini mengenai pelaksanaan kegiatan penye-
lidikan dan penyidikan serta berbagai
kewenangan kepolisian di dalom pelaksa-
naan tugas-tugasnya.
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Pasal 1 butir 4 KUHAP merumuskan
sebagai berikut : "Penyelidik adalah Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi
wewenang oleh Undang-undang ini untuk
melakukan penyelidikan”.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4
KUHAP yang berwenang melaksanakan
funsi penyelidikan adalah sefiap pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia. Tugasnya,
Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa
atau pejabat lain fidak berwenang mela-
kukan penyelidikan. Penyelidikan "monopoli
funggal” Polri.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebao-
gai penyelidik dan penyidik maka kepada
POLRI diberikan wewenang. Adapun yang
menjadi wewenang penyelidik sebagai-
mana ditentukan di dalam pasal 5 ayat 1
KUHAP Sub a adalah:

d. Menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Mencari keterangan dan barang bukti;

Cc. Menyuruh berhenti seseorang yang
dicurigai dan menanyakan serta meme-
riksa tanda pengenal diri;

d. Mengadakan findakan lain menurut

hukum yang serfanggung jawab.

Untuk hasil dari semua tindakan tersebut
penyelidik harus membuat dan menyam-
paikan laporannya kepada  penyidik.
Sementara itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 KUHAP maka penyidik/ pejabat polisi
Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud. dalam Pasal é ayat 1 huruf a
karena kewdgjibannya mempunyai wewe-
nang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan findakan pertama pada saat
di tempat kejadian;

C. Menyuruh berhenti seorang tfersangka
dan memeriksa tanda pengenal dir
tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan,
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penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan
surat;
sidik memoftret

f.  Mengambil dan

seseorang;

jari

g. Memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan  orang ahli  yang
diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j- Mengadakan findakan lain  menurut
hukum yang serfanggung jawab.

Sementara itu penyidik yang dari Pega-
wai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewe-
nang sesuai dengan undang-undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing
didalam melaksanakan tfugasnya berada di
bawah  koordinasi dan  pengawasan
penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP)
yang dari pejabat kepolisian negara.

Seperti kita ketahui bahwa disamping
penyidik, didalam melakukan penyidikan
juga ada penyidik pembantu. Penyidik
pembantu ini mempunyai wewenang yang
sama seperti wewenang penyidik sebagai-
mana disebut dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP
kecuali mengenai penahanan yang wajib
diberikan dengan pelimpahan wewenang

dari penyidik.

Pada pasal 1 butir 4 KUHP dinyatakan
bahwa penyidik adalah pejabat Polisi
Republik Indonesia yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk melakukan
penyelidikan, dimana penyelidikan yang
dimaksud sesuai dengan pasal 1 bufir 5
KUHAP adalah serangkaian tindakan penye-
lidik untuk mencari dan menemukan suatu
peristwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau
fidaknya dilokukan penyidikan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan merupakan suatu bagian
kegiatan sebelum dilakukan penyidikan.
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Terkait dengan penjelasan di atas maka
penyelidikan merupakan suatu wewenang
yang diberikan oleh undang-undang kepao-
da polisi Republik Indonesia, unfuk melaku-
kan suatu kegiatan mencari dan menemu-
kan suatu kejahatan, yang kemudian
dilanjutkan dengan penyidikan yang oleh
Dr. Andi Hamzah, S.H dalam bukunya
pengusutan perkara kriminal melalui sarana
teknik dan sarana hukum disebut dengan
istlah pengusutan.

3. Hambatan Dalam Menangani Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap perempuan meru-
pakan rinfangan (barrier) terhadap pem-
bangunan, karena dengan demikian akan
mengurangi kepercayaan diri perempuan,
menghambat kemampuan perempuan
untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan
sosial, mengganggu kesehatan perem-
puan, mengurangi otonomi baik dalam
bidang ekonomi, politik sosial budaya dan
fisik. Dengan demikian kemampuan perem-
puan untuk memanfaatkan kehidupannya
baik fisik, ekonomi, politik dan kultural
menjadi terganggu. Dalam berbagai perte-
muan infernasional bahkan dikatakan hal
ini ada hubungannya dengan indeks
pembangunan manusia (Human Develop-
ment Index).

Mengenai perlindungan yang diberikan
oleh Kepolisian (penyidik) terhadap korban
kekerasan dalam rumah tangga di bebe-
rapa Polda termasuk Polda Sumatera Utara
dan Kepolisian Resor Labuhanbatu telah
dibentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus
(RPK) bagi perempuan (Police Women
Desk) yang bertugas untuk membantu,
melayani, serta melindungi para korban
ketika mereka memutuskan untuk menyele-
saikan masalah  yang mereka hadapi
melalui  jalur hukum kepada pihak
kepolisian.

Namun RPK (Ruang Pelayanan Khusus)
Polres Labuhanbatu sebagai bahagian dari
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Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya
unfuk membantu, melayani, serta melin-
dungi para korban kekerasan dalam
Rumah Tangga masih bisa mengalami
kendala dan hambatan karena beberapa
faktor antara lain foktor kendala dan
hambatan yang berasal dari dalam fubuh
RPK Polres Labuhanbatu :

a. Belum masuknya RPK (Ruang Pelayanan
Khusus) dalam struktur organisasi Polri.
Padahal RPK adalah bahagian terde-
pan Polri dalam menangani perempuan
dan anak yang menjadi korban keke-
rasan.

b. Pendanaan yang minim.

c. Fasilitas yang belum memadai dan
belum mudah dijangkau
d. Kualitas maupun kuantitas  penyidik

Polwan masih belum memadai

e. Belum adanya Juklak tentang RPK

Faktor kendala dan hambatan yang
berasal dari luar unit RPK Polres Labuhan-
batu antara Iain sebagai berikut :

a. Belum bergemingnya criminal justice
system.

b. Kurangnya tanggapan yang sering dari
masyarakat perihal kekerasan dalam
rumah tfangga.

c. Jarangnya pengaduan perihal kasus

kekerasan dalam rumah tangga.

G. Penutup

Penanganan anak korban kekerasan
dalom keluarga di  Kepolisian  Resor
Labuhanbatu diwujudkan dalam berbagai
bidang kehidupan antara lain di bidang
hukum, sehingga kepastian hukum harus
ditegakkan hak-hak anak dapat diwujud-
kan, karena anak merupakan generasi
penerus yang rentan tferhadap berbagai
pelanggaran Hak Asasi Manusia (human
rights). Tanggung jawab bersama terhadap
perlindungan perempuan dan anak korban
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kekerasan dalam rumah tangga, baik
aparat pemerintah  maupun masyarakat
termasuk POLRI yang melaksanakan fugas di
bidang penegakan hukum.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres
Labuhanbatu merupakan bagian dari POLRI
terlahir untuk menangani kasus kekerasan
dalam rumah tangga secara efektif, dimana
RPK diawaki oleh polwan yang ber-empati,
penuh pengertian dan profesional sehingga
akan memberikan rasa aman kepada
korban maupun saksi korban pada kasus
kekerasan dalam rumah tangga, dengan
hal terebut akan terbentuk pula hubungan
yang baik dan adanya kepercayaan dalam
diri  saksi korban terhnadap awak RPK,
perasaan aman, terlindungi dan dipercayai
merupakan hal pokok yang ditumbuhkan
oleh awak RPK dalam hal ini Polri khususnya
Polwan sehingga saksi korban mau
bekerjasarna dalom hal pengungkapan
kasus kekerasan dalam rumah tangga,
dengan hal-hal tersebutlah RPK berperan
dalam memberikan perlindungan terhadap
saksi korban dalam memberikan perlindu-
ngan terhadap saksi korban pada kasus
kekerasan dalam rumah tangga. Hal
tersebut sejalan dengan tugas Polri selaku
pengayom, pelindung, pelayan bagi
tegaknya ketentuan perundang-undangan
dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun
2004 perihal penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga.

Hambatan-hambatan yang dihadapi
petugas Ruang Pelayanan Khusus dalom
menangani korban KDRT

1) Faktor Intern

Yaitu fakfor kendala dan hambatan
yang berasal dari dalam. tubuh RPK
Poltabes RPK Polres Labuhanbatu,
dimana hal fersebut  diantaranya
berupa. Belum masuknya RPK dalam
struktur organisasi Polri, pendanaan yang
masih  minim, fasilitas  yang belum
memadai, kualitas maupun kuantitas
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penyidik Polwan masih belum memadai,
belum adanya petunjuk pelaksana
perinal RPK, masih terlalu kecilnya RPK
Polres Labuhanbatu bila dibandingkan
dengan permasalahan kekerasan
dalam rumah tangga di wilayah hukum
Polres Labuhanbatu.

2) Faktor Ekstern

Yaitu faktor kendala dan hambatan
yang berasal dari luar unit RPK Polres

Labuhanbatu, dimana hal tersebut
diantaranya berupa belum berge-
mingnya  criminal  justice  system,

kurangnya tanggapan yang series dari
masyarakat perinal kekerasan dalam
rumah fangga, jarangnya pengaduan
perinal kasus kekerasan dalam rumah
tfangga.

Lembaga Bantuan Perlindungan terha-
dap Perempuan/Anak LBPP Derap Warap-
sari hendaknya melakukan suatu program
pelatihan kemampuan para Polwan awak
RPK Polres Labuhanbatu, dalam melayani
perempuan dan anak korban kekerasan
dalam rumah tangga secara rufin, agar
awak RPK lebih berempati dan profesional
dalom penanganan  kekerasan  dalam
rumah tangga (domestic violence).

RPK Polres Labuhanbatu harus menjalin
jaringan ke sesama net working dengan
semua pihak yang ferlibat dalam penang-
gulangan kekerasan dalam rumah tangga
di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Pemerintah hendaknya membuat suatu
pendidikan publik terkait dengan pengha-
pusan kekerasan dalom rumah tangga
yang bertujuan membuat  masyarakat
menyadari akan hak-hak dan kedudukan
perempuan dan anak dalam masyarakat,
khususnya tentang hak-hak korban, tentang
keberdayaan RPK  (Ruang Pelayanan
Khusus) dan juga perihal tindakan-tindakan
yang perlu dilakukan untuk mencegah
terjadinya findak kekerasan dalam rumah
fangga. Penempatan perempuan pekerja
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sosial crisis centre (women's desk) di kantor
Kepolisian vyaitu di  kantor RPK Polres
Labuhanbatu dan rumah sakit, dimana hal-
hal tersebut akan membantu meningkatkan
kepedulian Polisi atas kasus kekerasan
dalom rumah tangga serta  memberi
penguatan kepada korban kekerasan
dalam rumah fangga untuk datang dan
mencari  bantuan kepada RPK Polres
Labuhanbatu.
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